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I. UMUM 

Dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang berdasarkan 

Sistem Merit, maka diperlukan pengaturan Manajemen PNS. Pengaturan 

Manajemen PNS bertujuan untuk menghasilkan PNS yang profesional, 

memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari 

praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas 

pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. 

Penyelenggaraan Manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden selaku 

pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN yang dapat 

mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada PPK. 

Dalam penyelenggaraan Manajemen PNS, Presiden atau PPK 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian PNS serta pembinaan Manajemen PNS di Instansi 

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kewenangan pembinaan Manajemen PNS dapat didelegasikan kepada 

PyB dalam pelaksanaan proses pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi 

pengambilan keputusan dalam Manajemen PNS diperlukan sistem 

informasi pengembangan kompetensi, sistem informasi pelatihan, sistem 

informasi manajemen karier, dan sistem informasi manajemen 
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pemberhentian dan pensiun, yang merupakan bagian yang terintegrasi 

dengan Sistem Informasi ASN. 

Manajemen PNS dalam Peraturan Pemerintah ini berisi ketentuan 

mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat 

dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, 

penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, 

pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta 

perlindungan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

  Ayat (3) 

Cukup jelas. 

  Ayat (4) 

Cukup jelas. 

  Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan dinamika/perkembangan organisasi 

Kementerian/Lembaga antara lain penghapusan/penggabungan 

Kementerian/Lembaga. 
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Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “mengoordinasikan instansi 

pembina JF dalam penyusunan materi seleksi kompetensi 

bidang” adalah mengoordinasi instansi pembina dalam 

penyusunan materi seleksi yang sesuai dengan kebutuhan 

JF yang bersangkutan, termasuk penyusunan soal yang 

dilakukan oleh instansi pembina JF. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

    Cukup jelas. 

Huruf f 

    Cukup jelas. 

Huruf g 

    Cukup jelas. 

   Huruf h 

    Cukup jelas. 

Huruf i 

    Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 
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Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Cukup jelas. 
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